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Di seberang pt sat
luhan ruko mewah puf
‘ kosong. Beberapa ru

perusahaan;te
tembok depan
kepemilikan a =

Sepanjangm ta mef andang,

terdengar samar-sd
jauh. Percikan api jfiga terli-
hat di kejauh: n Terhyata ada

rnembers;h A | tamn, seka-
igus merawat tum| han be-
‘Yagam jenis, yang biin peman-
dangan]ad111h hiflup.

Sekejap, tam.
' berseragam "enda hngi awak

media ini. "Ngapaj 2" tanya

.prla yang mengall sebagai
penjaga PulauD. "Jilfa tidak ada
kepentlngan tidak bpleh ada di
sini, Tldak boleh]u  foto-fo-

D yang

tengah—

al : g sed ng 51buk '

Akt'ivitas ,; Pul
kini berganti namph menjadi
Pulau Maju memdng belum ° _ te

ramai, ;sépertl yang dlharapw
kan p?n mbang. Tapi, papan |
iklan yang terpasang mulai dari
sisi ]em atan maupun bund-
aran faman yang terletak di

dakan, ‘bahwa pulau buatan itu
siap unt k dikomersilkan. |

Hal tersebut terlihat dari se-
}umlap; harga per unit ruko per-
kantoran maupun apartemen
yang cukup fantastis. Harga
hunian paling kecil ukuran
6x12,5 meter persegi misalnya

dibanderol Rp 3,4 miliar. Untuk

ukuran 6x15 meter persegi di-
jual Rp 3,7 miliar. Harga terus
mengalami bertambah seiring

dengan ukurannya. Hingga yang

paling fantastis adalah ukuran
10x15 meter ditawarkan dengan
nilai Rp 6,2 miliar per unitnya.
Sedangkan harga Gold Coast
Apartemen, yakni hunian dengarn:
pemandangan laut Teluk Jakatta
seharga Rp 700 juta per unit. Da-
lam papan iklan tersebut, apa-

 bila telah melunasi pembayaran,

pembeli dapat menghuni unit-
apartemen tersebut. |
| Sementara, harga perkanto-
ran Gold Coast Office, yakni
komplek perkantoran dengan
pemandangan laut Pantai Indah
Kapuk (PIK) ditawarkan sehar-
ga Rp 13 miliar per unit. Ba-
ngunarl-bangunan yang dijual
itu d],tawarkan oleh PT Kapuk
Niaga Indah, anak perusahaan
dari Agung Sedayu Group.
Megn‘mg, perkantoran mau-

pun apartemen di kawasan.
aju masih dalam tahap

Pan];al
pembangunan. Tapi sebagian
perumahan yang berada.di
sisilli&i i jembatan masuk atau
sebelah barat Pantai Maju su-
dah terlihat rampung. Begitu
;uga perumahan yang berada
di sisi utara Pantai Maju, ten-
tunya dengan penjagaan ketat
petugas keamanan setempat.
Belum setahun sejak Guber-
nur DKI Jakarta Anies Rasyid

‘Baswedan membuat pernyataan .

untuklarangan pembangunan
di pulau reklamasi, nyatanya ti-

dak m;enghentlkan proses yang
telah berjalan. Hal ini membuat | kami

polemik di mlasyarakat.

Sejumlah

pihak men

‘Anies "kecolongan”, karen
Mendirikan Bangunan (

terbitkan oleh

Dinas Penan

Modal dan Perizinan Te

Satu Pintu

(DPMPTSP)

Jakarta. Sebab, penghe
pembangunan pulau rekl;
merupakan kontrak politil
ka mantan menteri pendi
dan kebudayaan maju
kontestasi perebutan kur:
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silam.
pun menco

nanyakan mengenai te

IMB di pula

u reklamasi.

terdapat dugaan IMB, leb
- terbit sebelum Anies m
moratorium. Namun,
DPMPTSP sebelumnya
Edi Djunaedi yang ki
manahkan sebagai Kepal
Pariwisata dan Kebuday:

Jakarta me
yang mener
"Saya sud

mbantah ba
bitkan izin t
di Parbud

wisata dan Kebudayaa

enggak mengilkuti lagi (
IMB),” tegas Edi Djuna
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agar menan

Ia hanya m

yakan langs

pada Benny Agus Chandr

Kepala DMPTSP saat ini.
Benny Agus Chandra,

kui pihaknya yang telah

bitkan IM

pulau re

Namun, sayangnya ia ti
rinci mengapa dan pro

nerbitan

tersebut.
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katnya melalui pesan
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purL. Meski belum mau m
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. lim, kini kawasan tersebut di-
;| kuasai oleh Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta.

Tidak Diam-Diam Banget ok
ang-terangan Dijual, IMB Memang Diterbitk DPMPTSP

untukkepentingan publik,” tegas|
Anies Baswedan melalui ketera- |
ngan resminya yang diterima di’
Jakarta, Sabtu (15/6). ’
Sejak menjabat sebagai g,|
menurut Anies pihaknya telah|
meluruskan secara hukum la-
han reklamasi. Karena, sebelum
dia menjabat lahan reklamasi di|
pulau-pulau buatan yang berada
di Teluk Jakarta dikuasai oleh
pihak swsata. Tapi dia mengka- -

Selain itu, masih ujar Anies,
pihaknya telah menegakkan
kedaulatan di kawasan pulauﬁ-i
reklamasi. Dengan menjadikan'
hukum sebagai pedoman. Tidak
ada lagi pantai ekslusif, tertu-|
tup dan terlarang untuk pub—=

‘lik. Seolah-olah wilayah pulaui

reklamasi tersendiri dan terp1—-:
sah dari publik Jakarta. Seteiah

' Pemprov DKI menugaskan PT|

Jakpro untuk mengelola dan
memanfaatkan lahan hasil

“reklamasi. ”Kalau reklamasi
. . adalah program pemerintah,
rnah

mengdapa selama ini kesann

lahan reklamasi itu milik swas-
ta dan pengembang? Mengapa
pulau-pulau jtu dijaga ketat
dan tidak bisa dimasuki?” tanya

| dia. Tapi fakta di lapangan yang
- didapatkan INDOPOS, larangan

untuk memasuki kawasan itu
pun masih dilakukan. |
Dia menjelaskan, berdasarkan
Kepres Nomor 52 Tahun 1995, daq
dalam Perda Nomor 8 Tahun 1995
tentang Reklamasi, merupakarn -
landasan hukum bahwa program «
tersebut milik pemerintah.
Pemerintah pun jelasnya,
menugaskan pihak swasta un-
tuk melaksanakan reklamasi dan
dibuat Perjanjian Kerja Sama
(PKS) antara Pemprov DKI de-
ngan swasta pada 1997. "'Dalam
perjanjian ini mengharuskan pi-
hak swasta melakukan reklamasi
dengan imbalan mendapat hak
memanfaatkan lahan seluas 35
persen. Ini diatur dalam Perar-
turan Gubernur (Pergub) Nomor
206 tahun 2016 tentang Panduan

| Rancang Kota (PRK). Pergubidi.
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]uga mengatur tenta
tata fuang di lahan
‘ masi|” terangnya !

|
] %ﬂ gddung
4 daerah ter_b}ut ntuk

! a waktu se x

dirikan bangu)

'PKB DPRD

~' nyehentil

Tidak Diam-Diam Ba

Anies riemastikan, dengan
penyegelan tersebut kawasan
pulau reklamasi secara keten-
tuan hukum menjadi kawasan
milik Pemprov DKI dan terbuka
untuk publik. ”Para pengem-
bang pun tidak melakukan

kegiatan pembangunan tanpa
| izin,” ungkapnya.

Namun, pernyataan Anies
-selanjutnya mengenai IMB,
- mengalami|kontradiktif terh-

adap kasus permbangunan ruko,
rumah, maupun apartémen di

. Pantai Maju, Pulau D. °

Penerbitan IMB bangunan-
bangunan [yang kini berdiri
gagah di pulau tersebut, menurut

. Anies berkaitan pada izin pe-
| manfaatan lahan hasil reklama-

si untuk mendirikan bangunan.

YIMB ini bukan soal reklamasi -

jalan atatt berhenti, Dikeluarkan
atau tidak IMB, kegiatan rekla-

' masi telah dihentikan. Jadi, IMB

dan reklamasi adalah 2 hal yang
berbeda,” terangnya.
Jelas saja, pernyataan itu

memancing wakil rakyat yang

berkantor di Kebon Sirih untuk

.. ikut berkomentar. Ketua Fraksi.
DKI Jakarta, Hasbi- ¢

allah Ilyas menyinggung usul
zonasi pulau reklamasi yang
sempat diajukan Anies. g-

~ Dengan terang-terangan dia
menyebut bahwa Gubernur DKI -
7 itu tidak konsisten

- Jakarta Ke-
terhadap ucapan yang keluar dan

mulutnya Kebijakan gubernyr :

harus konsisten. Beliau kampa-

has di DPRD,” ucap Hasbi.
Hasbi tidak mengetahm alasan
ditariknyal rencana peraturan
soal zonasi di pulau reklama-
si. Namun, dia berasumsi janji
kampanye|Anies menjadi ala-
san pencabutannya. ”"Mungkin
gubernur waktu itu janji, beliau
kampanye kan menghentikan
_reklamasi| Sebenarnya tidak

reklamasi. IMB ini,
~ padahal zonasinya belum diba-

masalah selama itu tidak kel
aturan,” kata dia. .
Hasbi tidak mempersoal

| penerbitan IMB jika sudah a

aturan zonasi dan pemanfaa
wilayah. Namun, kata dia, sa
pai saat ini aturan zonasi i
belum keluar. "Zonasi tata r
angnya seharunya diselesai
dulu. Zonasi tata ruang sele
baru keluarkan izin,” ucap Ha
_Para anggota legislatif ya
berkantor di belakang Bal
Kota pun akan memang
DPMPTSP untuk menanya
tefkait terbitnya IMB unt

_ratusan bangunan di Pulau

"Kami panggil pemprov.
nerbitkan IMB itu kan harus
alat hukumnya. Ketika tidak
alat hukum maka sudah te
dewan akan meminta ketera
an, penjelasan dari pemp
atas kebijakan itu,” kata Ke
Fraksi PDI-P DPRD DKI Jak
Gembong Warsono.

~ Menurut Gembong, Pemp
DKI telah melanggar aturan.
ngan menerbitkan IMB un
bangunan di Pulau D. Pasalr
penerbitan IMB itu tak pu
dasar hukum. Dikarenakan
lum adanya atyran soal zo

* maupun tata ruang untuk p

hasil reklamasi.
YMenerbitkan sertifikat I
itu alat hukumnya apa?
pertanyaannya di situ. Sem
tara perda zonasi sampai
ini belum kami selesaikan.
yang pertama,’] ujar Gemb
' Pada penerbitan IMB terse
‘diungkapkan Anggota Komi
DPRD DKI Jakarta, Pandapt
Sinaga menyalahi aturan. Se|
Rancangan Peraturan Dae
(Raperda) mengenai Ranca
an Zonasi Wilayah Pesisir
Pulau- Pu},au : ecll (RZWP

A
- Terkait hal tetsebut, pihak

_ mengaku tengah mencart
- formasi terkait penerbitan ]

nget Kok

di Pulau Maju. Namun, dia juga
telah berusaha n}enanyakani,
perosalan ini kepada Kepala

. DPMPTSP Benny Agus Chan-

dra. Tapi, yang bersangkutan

~ hingga kini belum memberikan
 konfirmasi kepada Pandapotan.
'~ VPeraturan daerail terkait 20~

nasi yang men]ad1 dasar pe-
nerbitan IMB belum disahkan,
sehingga penerbitan IMB ca-
cat. Kita lagi cari informasinya
karena belum bisa menghubun-
gi Pak Benny, kita pertanyakan
dasar penerbitan IMB,” urainya.

Sehingga dirinya memper-
tanyakan konsistensi Anies

_ yang menolak adanya reklamasi

selama masa kampanye Pemi-

_lihan Kepala Daerah (Pilkada)

DKI Jakarta 2017 lalu. Terbitnya
IMB merupakan bukti, buruknya
koordinasi antara Anies dengan

_ jajarannya. "Kita lihat ada miss
- (koordinasi) di sini, beda sikap

dan ucapan. Jangan-jangan Pak
Anies belum tahu, itt yang mau
kita tanya,” pungkas politikus

. PDI-P itu, (ibl/nasjwok) o
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| Tidak Diam-Diam Banget% ok

o I N E KO ' FLI K Presidén Soeharto menerbitkan PRl dan Pemprov DK Jakarta di bawah kepemimpinan
: AN Kepres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Guiiiinur Sutiyoso mengeluarkan Peraturan Daera
e

| PULAURE AACT Reklamasi Pantai Utara Jakarta R
‘ P =i u EKLAMASI KARTA dan Perdan Nomor8 Tahun1995. - tatdlliang dan berubah darirencana 1995« {

na Tata Ruang 2070 Reklamasi masuk ke rencana
; _ ; 1995 | }x 9 ﬂ} :
alar pergidangan e pas dari pmses-peng:adilan vang Kementerian Lingkungtf Hidup saat itu dipimpin Me:nterI_Nabje[-Maka-",L,.

D
| Pepinjaualj Kembali kasus sedang berjalan, Gubernur Sutiyoso menerbtikan SK Mentéifi Negara Lingkungan Hidup tanggal 19 Februari, - |
I ? ﬁ nterfiin Lingkungan * Werlerbitkan izin prinsip untuk Pulau 2A 2003 Nomor 14 Tahur{#D03 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegr'atawl
m
k

9T Kapuk Naga Indah, angk perusahaan - enam kontraktor mengiigat ke PTUN. Enam perusdhaan tersebut adalah:
ti Era Mulia P1{faman Harapan Indah, PT Manggala Krida Yudhg;
II, PT Pembangfinan Jaya Ancol and PT Jakarta Propertindo.

g } vs efjam kontraktor, En kemudian menjadi Pulau D untuk Reklamasi dan Revitaliifisi Pantai Utara Jakarta. Karena keputusan itu |
lahkamall Agung ;

nenangkan enom Agung Sedayu Group pada 19 Juli dalam  PT Ba
trakto * Surat Gubernur Nomor 1571/-1711. Pelindi

T i e : 3 ; § ]
! .- i 1 I .
i f, | | <l b 4 i H | i
Presiden|Susilo|Bambang Yudhoyoro mdhyetujui dilanjutkannya pembangunan proyek reklamasi. Basuki Tjahaja Purritiha alios Ahok, menerbitkan Keputusan GubernLLr &
Cotatan Kompas.com tahun 2013} SBY m@ngeluarkan Peraturan P esiden Nomer 122 Tahun 2012 tentang* . Provinsi DKI Jakartq§lomor 2238 Takun 2014 tertanggal 23 Desembe -
Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-fulau Kecil yﬂrz;g ditandatangani pada 5 Desember 2012. Gubernur- - 201 tenta‘;l}g Pembéflian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada

DKI Jakafta Fauzi Bowo juga mefigeluarifn Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan isesa Sihadra. Dengan izin pelaksangan reklamasi tersebut,

Ruang Kgwasth Reklamasi Pantira Jokdfta pada September 2072\untuk mengembangkan 17 pulau PT Muara Wisesq Sifudera, entitas anak PT Agung Podomaro Land Tbk,
buatan df Tellk Jakarta, sebulaniSebelunflia engser. Namun, kepufusan itu tidak pernah }g’hir.

N

mulgi dapat melaks{iflakan kegiatan reklamasi Pulau G (Pluit City). |

P

B - e e S | : : _ G ,
i Gubernur DK j' art AniesiBGS'WQdun_ | | Akibat dari penangkapan ini, pada 18 April 2016, Karpisi Pemberantasan Karu_rpsr' (KPK) melakukan !
| punmencabut izin p ba%gunan | Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Raml, ofiasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota |
- 13 pulaureklgmasi p§da 26 September | Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastut Delan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)DKI |
| ' 2018 Namun, nasib fisib empat pulau - | - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Jqldrta, M. Sanusi usai menerima ucrng,_dexz?an iﬁ
' reklamasi ydng sudal dibangun akan | Nurbaya, dan Gu ernur DKI Jakarta Basuki Tjahgja . nilil total Rp 1140.000,000, Uang suap itudiduga | -
 ditentukan melalui pfraturan daerah | Purnama memutuskan pemberhentian sementara tallfit dengan pembahasan Raperda Rencana Zonasi
: "—'Ifgerda) yangakan difusun Pemprov | atau moratorium reklamasi Pantai Utara Jakarta Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda |
- DKl Jakartatentang fonasipulau. | Seluruh pihak sepakat bahwa reklamasi tidak salah, tetapi  ndjffor 8 tahun 7995 tentang Pelaksanaan Reklamasi
- Empat puladjitiadafgh CO,G, dan N. | terdapat tumpang tindih peraturan yang perlu dibereskan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta. 1
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